BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian  sebelumnya tentang hak berserikat bagi

pengemudi transportasi daring sepeda motor, dapat ditarik beberapa kesimpulan

untuk menjawab rumusan masalah. Terhadap rumusan masalah pertama, penulis

menyimpulkan:

PM 12/2019 memberikan upaya perlindungan untuk pembentukan serikat
pekerja yang didirikan dan beranggotakan para pengemudi transportasi
daring sepeda motor, serta untuk melakukan perundingan bersama
(collective bargaining) dengan aplikator.

Serikat Pekerja yang beranggotakan para pengemudi transportasi daring
sepeda motor dapat melakukan perundingan bersama dengan aplikator
untuk melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
PM 12/2019. Perundingan yang dimaksud adalah untuk membahas perihal
SOP pemberhentian sementara (suspend) dan pemutusan kemitraan.

Perlu didirikan sebuah serikat pekerja yang beranggotakan para pengemudi
transportasi daring sepeda motor untuk menjadi pihak yang mewakili para
mitra dalam pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) PM 12/2019, sebagai bentuk dari upaya untuk berunding bersama

(collective bargaining).

Kemudian terhadap rumusan masalah kedua, penulis menyimpulkan:
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Hubungan hukum vyang tercipta antara pengemudi transportasi daring
sepeda motor sebagai pelaksana kegiatan transportasi daring dengan
aplikator sebagai pengelola aplikasi transportasi daring merupakan
hubungan kemitraan. Hubungan tersebut tercipta karena pola kerja yang ada
di antara mereka tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja sebagai dasar
dari hubungan Kerja, yaitu tidak adanya unsur upah dan perintah. Selain itu,
Pasal 15 PM 12/2019 juga telah mengatur bahwa hubungan hukum antara
pengemudi dengan aplikator adalah hubungan kemitraan. Kedua hal
tersebut mengakibatkan pengemudi transportasi daring sepeda motor
diklasifikasi sebagai pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri.

Sebagai pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, pengemudi
transportasi daring sepeda motor tetap memiliki hak untuk berserikat
berdasarkan Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi dan Konvensi ILO Nomor 98
tentang Dasar-dasar dari Hak Untuk Berorganisasi dan untuk Berunding
Bersama. Kedua konvensi tersebut melalui penafsiran lembaga pengawas
ILO yaitu CFA dan CEACR juga turut melindungi hak bagi pekerja mandiri
untuk berserikat sebagai hak asasi manusia. Tetapi karena definisi pekerja
dalam UU Tenaker dan UU Serikat Pekerja hanya mencakup pekerja dalam
hubungan Kkerja, maka berdasarkan hukum positif Indonesia berupa UU
Tenaker dan UU Serikat Pekerja, pekerja mandiri tidak dapat mendirikan

dan menjadi anggota dari serikat pekerja.
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e Terkait dengan hak untuk berserikat bagi pekerja mandiri berupa pengemud i
transportasi daring sepeda motor, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor
Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat bersifat lex specialis dari
peraturan yang mengatur tentang hak untuk berserikat dan berunding

bersama.

5.2. Saran

Penulis berpendapat bahwa untuk menjamin dan melindungi hak dari
pekerja mandiri untuk berserikat dalam suatu serikat pekerja, perlu diadakan
perubahan definisi pekerja dalam UU Tenaker dan UU Serikat Pekerja, dengan
memperluas makna pekerja juga bagi orang yang bekerja tanpa hubungan kerja. Ini
adalah karena hak untuk berserikat merupakan hak asasi bagi setiap orang,
termasuk para pekerja mandiri yang bekerja tanpa adanya suatu hubungan kerja.
Peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini hanya mengatur dan melindungi
pekerja dalam hubungan kerja untuk mendirikan dan menjadi anggota dari serikat
pekerja. Ini tidaklah sejalan dengan K87 dan K98 yang menjamin hak untuk
berserikat bagi setiap pekerja, tanpa perbedaan apapun. Sebagai negara yang telah
mengesahkan kedua konvensi tersebut, maka sudah semestinya peraturan
perundang-undangan Indonesia sejalan dengannya, dan turut melindungi pekerja
mandiri seperti para pengemudi transportasi daring sepeda motor untuk berserikat

dalam suatu serikat pekerja.

Kemudian terkait dengan para pengemudi transportasi daring sepeda motor,

hak mereka untuk berserikat dan berunding bersama telah mendapat upaya

93



perlindungan dalam PM 12/2019. Ini dikarenakan peraturan menteri tersebut dapat
dikatakan sebagai lex specialis terhadap peraturan perundang-undangan yang
mengatur hak untuk berserikat dan berunding bersama bagi pekerja mandiri berupa
pengemudi transportasi daring sepeda motor, sebagai akibat dari turut
diratifikasinya K87 dan K98 oleh Indonesia. Selanjutnya diperlukan pengaturan
lebih lanjut dan jelas mengenai mekanisme dan tata cara bagi para pengemudi untuk
mendirikan dan mendaftarkan serikat pekerja mereka, agar dapat dengan

kedudukan yang jelas melakukan tugas-tugas mereka.
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